
KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DI ERA DINASTI 

ABBASIYAH 

(Kajian Filsafat Sejarah) 

 

 
 

SKRIPSI 

 

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) 

Dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam 

 

Disusun oleh: 

Irhas Muhamad Ali Musafir 

NIM. 12510033 

 

Pembimbing: 

Dr. Mutiullah, S. Fil. I, M. Hum. 

NIP. 19791213 200604 1 005 
 

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2018 

 



 







v 

 

MOTTO 

 

“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 

dijadikan contoh bagi kita, hari ini adalah perjuangan untuk masa 

depan, masa depan adalah untukku” 

~(Kahlil Gibran)~ 

 

“Sejarah terbentuk dari siklus. Riwayat berputar seperti roda. Masa 

baik datang, tapi nanti masa buruk menggantikan” 

~(Goenawan Mohamad)~ 
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ABSTRAK 

 

Irhas Muhamad Ali Musafir. Skripsi “Kepemimpinan non-Muslim di era 

Dinasti Abbasiyah (Kajian Filsafat Sejarah)”. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam. Jurusan Aqidah dan Filsafat islam. UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Pembimbing: Dr. Mutiullah, S. Fil. I, M. Hum. 

 

Interaksi antar bangsa memicu tercampurnya beberapa kebudayaan, hal 

tersebut menyebabkan munculnya kebudayaan baru yang pada akhirnya akan 

merubah pola pikir suatu golongan. Beberapa persoalan yang ingin di bahas dalam 

penelitian ini meliputi dua hal, yaitu : Bagaimana Urgensi Filsafat Sejarah tentang 

Kesejarahan? dan Bagaimana karakteristik seorang Pemimpin beserta 

Kepemimpinannya? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah tentang 

Kepemimpinan non-Muslim di dalam Pemerintahan Islam di era Dinasti 

Abbasiyah.  

 

Penulis melakukan kajian kepustakaan dengan menggunakan metode 

Filsafat Sejarah Ibn Khaldun. Kajian ini menggunakan data-data yang bersumber 

dari berbagai buku sejarah dan kepemimpinan yang sesuai dengan topik 

pembahasan. Dari data-data sejarah, penulis ingin menggali lebih mendalam 

tentang sejarah Dinasti Abbasiyah dari mulai berdiri sampai pada akhir 

kekuasaannya, yang terpenting dari data sejarah ialah membaca alur perjalanan 

Dinasti Abbasiyah sehingga mengakibatkan terlibatnya non-Muslim di dalam 

pemerintahan. Selain data sejarah, penulis juga mengambil data-data yang 

berkaitan dengan kepemimpinan, baik kepemimpinan secara umum maupun 

dalam perspektif Islam, sehingga dapat diambil benang merah tentang konsep 

pemimpin dan kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat umat 

manusia. 

 

Terkait dengan hasil temuan, setelah melakukan pengkajian secara 

mendalam, penulis menemukan hal-hal sebagai berikut : 1) di dalam memahami 

sejarah, seorang penulis juga harus memahami gejala-gejala sosial, tentang 

perubahan sosial, budaya dan lain sebagainya yang sangat erat kaitannya dengan 

perubahan masyarakat umat manusia, baik dari sisi interaksi antar sesama maupun 

kepribadian setiap individu yang meliputi kebiasaan, pemikiran dan keyakinan. 

Bahkan lebih besar dari itu semua tentang pemerintahan sebuah Negara. 2) 

Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara, oleh karena itu konsep tentang kepemimpinan harus sesuai dengan 

kebutuhan di setiap organisasi kemasyarakatan maupun di dalam pemerintahan, 

karena di setiap organisasi memiliki Visi dan Misi yang berbeda-beda yang harus 

disesuaikan dengan konsep kepemimpinan tertentu agar dapat mencapai tujuan 

dari Organisasi tersebut. 

 

Kata Kunci : Sejarah, Kepemimpinan, non-Muslim, dan Negara Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya seorang pemimpin dipilih berdasarkan pada 

kapasitasnya, dalam hal ini kemampuan seseorang dalam memimpin menjadi 

pertimbangan utama dalam menentukan calon pemimpin. Kaitannya dengan 

kapasitas, setiap individu mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Perbedaan 

setiap individu merupakan kondisi kodrati, yang tidak boleh dan tidak dapat 

dihilangkan. Dengan demikian berarti setiap individu sebagai pribadi 

mempunyai hak asasi dalam mengaktualisasi/merealisasikan dirinya. Apabila 

hak asasi individu ditekan/dirampas dalam kehidupan bermasyarakat, maka 

akan timbul berbagai masalah yang cenderung tidak menguntungkan. 

Berbicara mengenai hak asasi, tidak dibenarkan apabila hak asasi 

digunakan secara semena-mena berupa kebebasan yang tidak terkendali, 

sehingga individu yang satu dapat dirugikan oleh individu yang lain. Dalam 

keadaan seperti itulah maka manusia berusaha mengatur kebersamaannya, baik 

dalam bentuk kelompok kecil maupun besar. Pengaturan itu di satu pihak untuk 

melindungi hak asasi setiap individu. Sedang di pihak lain pengaturan itu 

bermaksud untuk membatasi penggunaan hak asasi dan usaha aktualisasi diri 

secara individual yang dapat merugikan individu yang lain. Untuk 
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mengendalikan kehidupan kelompok dan bahkan kehidupan masyarakat dalam 

arti luas, selalu diperlukan seseorang untuk menjadi pemimpin.1 

Unsur kunci dari pemaparan diatas melibatkan hubungan pengaruh 

yang mendalam, yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan 

perubahan signifikan, dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang 

dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya (bawahan). Pengaruh 

(influence) dalam hal ini berarti hubungan di antara pemimpin dan pengikut 

bukan sesuatu yang pasif, tetapi merupakan suatu hubungan timbal balik dan 

tanpa paksaan. Dengan demikian kepemimpinan itu sendiri merupakan proses 

yang saling mempengaruhi. 

Sejarah kesuksesan dalam kepemimpinan dapat kita lihat dalam banyak 

tulisan maupun buku-buku sejarah, dalam hal ini yang menjadi pokok 

pembahasan ialah bagaimana islam sebagai agama yang cenderung baru atau 

agama samawi yang turun dalam urutan paling akhir dapat mengukir 

kesuksesan dalam membentuk sebuah peradaban besar dan diakui oleh dunia. 

Bukan tanpa alasan bahwa islam dapat meraih kesuksesan tersebut, akan tetapi 

dengan dasar yang kuat sebagai pondasi awal dan di barengi dengan proses 

kepemimpinan yang baik islam mampu meraih kesuksesan membangun 

peradaban baru yang besar dan mampu mengalahkan peradaban barat yang 

lebih dahulu terbangun. 

Begitu banyak dinasti islam yang berdiri dan mampu bertahan dalam 

kurun waktu yang terbilang lama, mulai dari era Nabi Muhammad SAW dan 

                                                           
1 Hadari Nawawi dan M. Martini hadari, Kepemimpinan Yang Efektif (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 2. 
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para sahabatnya yang dikenal sebagai Khulafa’ al-Rasyidin sampai pada 

dinasti-dinasti islam yang banyak sekali jumlahnya. Dinasti Abbasiyah menjadi 

salah satu dinasti terbesar dalam sejarah islam, bukan hanya keberhasilan 

politik, ekonomi dan sosial, lebih dari itu bahwa gerakan intelektual sangat 

berkembang dengan didirikannya Bait al-Hikmah sebagai pusat ilmu 

pengetahuan dan terjemahan terbesar dalam Islam. Berkaitan dengan 

kedudukan non-Muslim, Khalifah ke-16 Al-Mu’tadhid pernah mengangkat 

seorang kristen taat menjadi gubernur profinsi Al-Anbar (Irak), Khalifah Al-

Ma’mun juga pernah mengangkat seorang kristen sebagai kepala perpustakaan 

akademinya dan masih banyak lagi.2 

Berbicara tentang negara dan pemimpin sama halnya dengan berbicara 

tentang politik, dalam hal ini yang menjadi pokok bahasan ialah kepemimpinan 

di dalam sejarah peradaban Islam, maka secara otomatis politik yang dibahas 

ialah tentang Politik Islam. Agama dan politik selalu menjadi bahasan yang 

menarik perhatian banyak kalangan, baik bagi mereka yang berpegang teguh 

pada ajaran-ajaran agama maupun mereka yang berpandangan sekuler,3 

masalah tersebut bermula dari banyak pertanyaan yang mempertanyakan 
                                                           

2 Philip K. Hitti, “History Of The Arab” (New York: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002) 
hlm, 382-390. 

3 Sekuler adalah kata yang artinya bersifat keduniaan, dalam ilmu sosial keagamaan 
sekuler berarti paham yang memandang bahwa masalah politik dan negara merupakan urusan 
dunia yang ada kaitannya dengan masalah agama yang bersifat spiritual. Arti kata sekuler lihat 
Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-barry, kamus ilmiah populer (Surabaya: Ariloka, 1994), 
“scularism is an ethical foonded on the principle of natural morality and independent of revealed 
religion or supernaturalism” sistem skuler ini mendapat sambutan yang besar padda abad ke-17 
18 dan 19. Jadi, skularisme sebagaimana telah disinggung dalam tiga model diatas, berarti 
pemisahan negara dan agama atau tidak ada campur tangan agama dalam urusan pemerintahan, 
seringkali istilah sekularisme dimengerti sebagai paham yang anti aggama padahal tidak demikian. 
Sekularisme tidak anti agama, hanya saja tempat agama dan demokrasi dalam kehidupan masing-
masing individu dan demokrasi dalam kehidupan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya lihat Salim 
Ali al-Bahnasawi, Wawasan Sistem Politik Islam. Alih bahasa Mustholah Maufur, Cet.1, (Jakarta: 
Pustaka al-Kausar, 1996), hlm.111. 
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tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, apakah mempunyai kaitan dengan 

masalah politik, atau apakah Islam merupakan agama yang mempunyai kaitan 

erat dengan urusan politik negara dan pemerintahan serta unsur suatu negara, 

apakah semua itu terdapat dalam islam atau tidak. 

Dalam sejarahnya, Islam tidak mempunyai satu model pemerintahan 

yang pasti, akan tetapi seiring berjalannya waktu, Peradaban Islam sering 

dikatakan sebagai sebuah pemerintahan yang berdasar pada nilai-nilai Islam 

atau disebut sebagai Pemerintahan Islam sesuai dengan kondisi sosial pada 

zamannya. Di sepanjang zaman peradaban umat manusia, kaum muslimin 

berusaha untuk menemukan suatu model pemerintahan yang sesuai dan dapat 

memenuhi tuntutan zaman serta dapat menjawab problematika umat manusia, 

dengan syarat bahwa bentuk negara dan sistem pemerintahan sesuai dengan 

syara’ yang sesuai dengan sistem sosial dan politik.4 

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, persoalan politik menjadi tema 

yang diskusi yang berkepanjangan, secara garis besar tema diskusi berkisar 

pada masalah wajib tidaknya kaum muslimin mendirikan sebuah negara, atau 

dengan kata lain apakah umat Islam diwajibkan untuk membentuk dan 

mendirikan negara Islam atau tidak? Jika benar bagaimana bentuk dan susunan 

negara tersebut, dan siapa saja yang berhak menduduki jabatan sebagai kepala 

maupun petinggi negara tersebut, apakah non-Muslim mempunyai hak yang 

sama dalam sebuah pemerintahan, hal-hal yang seperti ini yang harus menjadi 

titik fokus apabila islam ingin mendirikan sebuah negara yang bersifat 

                                                           
4 Nabhan Syahiro Hera, “Negara Pederasi Perspektif Fiqh Siyasah”, Skripsi, tidak 

diterbitkan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 
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universal dan dapat diterima tidak hanya oleh umat Islam tetapi juga semua 

kalangan.5 

Sebagian besar dari para tokoh maupun ‘Ulama mengkaitkan 

permasalahan kenegaraan ini dengan adanya Piagam Madinah, sebagian dari 

mereka menganggap bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi 

pertama yang menandai berdirinya Pemerintaghan Islam.6 Berkaitan dengan 

bentuk negara dan sistem pemerintahan, belum ditemukan secara jelas dan 

pasti di dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah yang menerangkan tentang 

bentuk negara dan sistem pemerintahan yang harus ditegakkan oleh umat 

Islam. Hal ini di karenakan syari’at islam ialah sebuah hukum ilahi yang 

bersifat universal dan bersifat mutlak. Oleh karena itu, Syari’at Islam hanya 

menjelaskan tentang prinsip-prinsip politik yang kemudian diteruskan dengan 

ijtihad kaum muslim dari masa ke masa.7 

Pada akhirnya penulis ingin membahas persoalan-persoalan esensial 

tentang pemimpin non-Muslim di dalam Pemerintahan Islam. Dengan 

menggunakan pendekatan Filsafat Sejarah, penulis ingin meneliti tentang apa 

dan bagaimana sejarah secara keseluruhan terutama yang berkaitan dengan 

Pemerintahan Islam era Dinasti Abbasiyah. Selanjutnya dapat menemukan 

jawaban tentang mengapa terdapat pemimpin non-Muslim di dalam 

Pemerintahan Islam Abbasiyah, sebagai upaya untuk memberikan gambaran 

                                                           
5 Yusril Ihza Mahendra, “Harun Nasution Tentang Islam dan Masalah Kenegaraan” 

dalam Zain Ukhrawi dan Ahmad Thoha (peny), Refleksi Pembaharuan dan Pemikiran Islam 
(Jakarta : ISAF 1998), hlm 219. 

6 Fuad Mohd Fachrudin, Pemikiran Politik Islam (Jakarta:CV. Pedoman Ilmu Jaya, 
1988), hlm. 36. 

7 Muhammad Asad, Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam, Alih bahasa 
oleh Afif Muhammad, dari Minhaj al-Islam fi al-Hukmi (Bggandung: Pustaka, 1985), hlm, 45. 
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terhadap arah laju perpolitikan modern terutama yang berkaitan dengan 

kedudukan non-Muslim dan Pemerintahan Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun inti dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana urgensi Filsafat Sejarah tentang Kesejarahan? 

2. Bagaimana karakteristik seorang Pemimpin beserta Kepemimpinannya? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berikut adalah tujuan penelitian ini secara rinci dalam konteks ilmiah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Memahami sejauh mana Filsafat Sejarah mampu mengupas fakta-fakta 

sejarah terutama yang berkaitan dengan adanya pemimpin non-Muslim di 

era Dinasti Abbasiyah. 

b. Memahami bagaimana karakteristik seorang pemimpin beserta proses 

kepemimpinannya. 

2. Kegunaan Penelitian 

Di bawah ini penulis mencatat bebrapa manfaat penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah 

keilmuan  filsafat khususnya dalam bidang sosial dan politik. Selain itu, 

penelitian ini juga mampu menambah wawasan bagi pembaca pada 

umumnya dan penulis pada khususnya mengenai ciri-ciri atau 

karakteristik seorang pemimpin. 
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b. Terkait dengan hasilnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi individu dan juga negara. Tidak hanya berkaitan dengan 

pembangunan sebuah pemerintahan atau suatu negara saja, akan tetapi 

dapat menjadi acuan bagi individu bila ingin sukses dalam membentuk 

suatu komunitas atau kelompok dengan maksud dan tujuannya masing-

masing. 

D. Tinjauan Pustaka 

Sebelum memulai penulisan, penulis melakukan pengamatan tentang 

bebrapa literatur yang mempunyai pembahasan serupa tentang kepemimpinan 

Non-Muslim, baik di masa lalu dan juga masa sekarang. Terdapat beberapa 

literatur yang mempunyai kesamaan dengan tema yang akan dibahas oleh 

penulis. Berikut beberapa literatur yang juga membahas tentang kepemimpinan 

non-muslim di dalam pemerintahan islam : 

Buku yang ditulis oleh Ibnu Syarif Mujar, “Presiden Non Muslim di 

Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relefansinya 

dalam Konteks Indonesia”. Di dalam tulisannya, dia banyak membicarakan 

tentang kontroversi seputar presiden Non Muslim di negara mayoritas Islam, 

mengemukakan kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap pemimpin 

Non-Muslim. Pada akhirnya dia mencoba berbicara konteks dan relefansi 

pemimpin Non-Muslim di Indonesia. Setelah pembahasan lebar pada akhirnya 
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dia membuat sebuah pertanyaaan, “apakah presiden Non-Muslim bisa terjadi di 

Indonesia?”.8 

Skripsi karya Deni Asy’ari yang berjudul “Kedudukan  dan Peranan 

Non Muslim dalam Partai Politik Islam : Studi Atas Pemikiran Abu Al A’la Al 

Maududi dan Amin Rais”. Yang menjelaskan tentang pemikiran dua tokoh 

tersebut, menyangkut peranan Non-Muslim dalam partai politik Islam, berikut 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Melalui 

pendekatan hermeneutika, yaitu pendekatan melalui penafsiran teks dari sudut 

teks, pengucap serta situasi yang mengitarinya dan sosio historis.9 

Skripsi karya Abd. Rokhim yang berjudul “Hak dan Kewajiban Politik 

Non Muslim dalam Konsep Khilafah menurut Taqiyuddin An Nabhani”. Yang 

membahas tentang hak-hak dan kewajiban politik Non-Muslim di dalam 

negara Islam. Dalam skripsi ini diterangkan bagaimana positioning serta hak 

dan kewajiban Non-Muslim di dalam konsep negara khilafah. Tipologi 

pemikiran politik An-Nabhani sangat kental dengan Ideologi Islamnya. 

Menurut An-Nabhani, Non-Muslim mutlak tidak boleh menduduki jabatan 

sebagai struktur pemerintahan, tapi mereka diberi hak menduduki jabatan 

teknis, administrasi non pemerintahan, sebagai pegawai negeri dengan kontrak 

kerja, sepanjang jabatan tersebut tidak disyaratkan harus seorang muslim.10 

                                                           
8 Ibnu Syarif Mujar, Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif 

Politik Islam dan Relefansinya dalam Konteks Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 
2006) 

9 Deny As’ary, Kedudukan  dan Peranan Non Muslim dalam Partai Politik Islam : Studi 
Atas Pemikiran Abu Al A’la Al Maududi dan Amin Rais, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah 
dan Hukum, 2005) 

10 Abd Rokhim, Hak dan Kewajiban Politik Non Muslim dalam Konsep Khilafah menurut 
Taqiyuddin An Nabhani, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010) 
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Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Firmansyah yang berjudul “Pemimpin 

Non Muslim di Indonesia Menurut Pandangan Mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga”, penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang menggunakan 

teknik Observasi dan Interview yang obyeknya Mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga. Penulis membahas konsep kepemimpinan di dalam islam dan konsep 

kepemimpinan di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data 

hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga yang mencakup respon dan pandangan obyek yang diteliti. Pada 

akhirnya peneliti menganalisis data-data hasil survey.11 

Berdasarkan beberapa topik kajian yang menjelaskan tentang 

kepemimpinan Non-Muslim, belum ditemukan topik kajian yang secara 

spesifik menjelaskan tentang kepemimpinan Non-Muslim yang mengacu pada 

sejarah peradaban islam. Oleh karena itu penulis ingin membahas secara 

spesifik tentang kepemimpinan Non-Muslim dengan menggunakan pendekatan 

filsafat sejarah sebagai upaya untuk mengetahui sejarah lebih mendalam, dan 

juga untuk memberi gambaran tentang kepemimpinan Non-Muslim dalam 

sejarah peradaban islam. 

E. Landasan Teori 

Membaca sejarah peradaban sesungguhnya tidak sedang mengajak 

bernostalgia kemasa lalu. Tetapi, bersejarah sebenarnya kita sedang berselancar 

(surfing) ke relung-relung jejak masa lalu untuk kita refleksikan dalam 

kehidupan kita di masa kini dan masa depan. Membaca sejarah bersrti 

                                                           
11 Ardhian Wahyu Firmansyah, Pemimpin Non Muslim di Insonesia Menurut Pandangan 

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2013). 
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berfilsafat. Kita dituntut untuk tidak terjebak dalam deskripsi sejarah, tetapi 

harus mampu mengatasi. Tatkala kita membaca sejarah dalam perspektif 

sejarah, kita melakukan dialog historis dan aktual sekaligus. Dialog historis 

artinya kita melakukan dialog dengan kejadian di masa lalu dan sekaligus 

mendialogkan dengan realitas aktual saat ini.12 

Pada dasarnya, Filsafat Sejarah menjelaskan masalah mendasar. Filsafat 

sejarah menggabungkan penekanan Epistemologis yang terkait dengan filosofi 

analitik sejarah, bahkan memisahkan diri dari asumsi-asumsi Positivisme. 

Filsafat sejarah akan bergulat dengan penjelasan isu-isu sosial yang begitu 

penting bagi generasi sejarawan ilmu-ilmu sosial dan juga akan 

menggabungkan pemahaman filsafat ilmu sosial kekinian tentang ontologi 

sosial dan penjelasannya. Ringkasnya, filsafat sejarah peka terhadap berbagai 

bentuk penyajian pengetahuan sejarah. Disiplin sejarah terdiri atas banyak 

benang, termasuk penjelasan kasual, deskripsi materi, dan interpretasi naratif 

tindakan manusia.13 

Jauh sebelum itu, Ibn Khaldun dalam kitabnya al-Muqaddimah, telah 

mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau 

peradaban dunia; tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak 

masyarakat itu, seperti kelahiran, keramah-tamahan, dan solidaritas golongan; 

tentang revolusi dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan 

lain; akibat timbulnya kerajaan-kerajaan dan negara dengan tingkatan 

bermacam kegiatan dan kedudukan orang, baik untuk mencapai kemajuan 
                                                           

12 Muhammad In’am Esha, Percikan Filsafat Sejarah dan Peraddaban Islam (Malang: 
UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 5. 

13 Moeflih Hasbullah dan Dedi Supriyadi, Filsafat Sejarah, hlm. 28. 
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hidupnya, berbagai macam ilmu pengetahuan dan pertukangan; dan pada 

umumnya tentang segala macam perubahan yang terjadi di dalam masyarakat 

karena masyarakat itu sendiri.14 

Menurut Ibn Khaldun, masyarakat adalah makhluk historis yang hidup 

dan berkembang sesuai dengan hukum-hukum khusus berkenaan dengannya. 

Hukum-hukum tersebut dapat diamati dan dibatasi lewat pengkajian terhadap 

sejumlah fenomena sosial. Ibn Khaldun berpendapat bahwa ‘ashabiyah’ 

merupakan asas berdirinya suatu negara dan faktor ekonomi adalah faktor 

terpenting yang menyebabkan terjadinya perkembangan masyarakat. Apabila 

ditinjau dari aspek ini, Ibn Khaldun dapat dipandang sebagai salah seorang 

penyeru  materialisme sejarah. Berkenaan dengan itu, Ibn Khaldun bersesuaian 

dengan aliran sejarah sosial yang berpendapat bahwa fenomena-fenomena 

sosial dapat diinterpretasikan, dan teori-teorinya dapat diikhtisarkan dari fakta-

fakta sejarah.15 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Sebagaimana penelitian filsafat pada umumnya penelitian ini sesuai 

dengan judulnya juga termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Oleh 

karena itu, pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data-data sebagai sumber penelitian, baik berupa buku-buku kepustakaan, 

maupun literatur yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini. 

                                                           
14 Sebagaimana dikutip oleh Misri A. Muchsin dalam  Muqaddimah ibn Khaldun 

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 12-13. 
15 Zainab al-Khudairi, Filsafat Sejarah Ibn Khaldun, terj. Ahmad Rofi' Usmani 

(Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 62. 
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Setelah data-data terkumpul kemudian dilakukan analisa terhadap data-data 

tersebut. Pada intinya penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research). 

2. Metode Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan 

filosofis dan dalam pelaksanaan penelitiannya penulis menggunakan metode 

deskriptif. Metode deskriptif ini digunakan dan diterapkan pada awal 

penelitian, pelaksanaan pengumpulan data serta diterapkan juga ketika 

penulis berada dalam proses analisis data. 

3. Metode Analisis Data 

Penelitian ini selain menggunakan metode deskriptif, juga 

menggunakan analisis data yang digunakan pada waktu pengumpulan data 

maupun setelah melakukan pengumpulan data. 

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode Deskriptif Historis 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan serta mengungkap 

fakta-fakta sejarah atau faktor-faktor sosio historis yang menjadi sebab 

dipilihnya seorang Non-Muslim menjadi pemimpin atau petinggi negara 

dalam Pemerintahan Islam (Abbasiyah), hal tersebut akan dapat menjadi 

pertimbangan bagi bagi negara-negara Islam modern atau negara-negara 

yang mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam seperti 

Indonesia untuk dapat menentukan atau memilih seorang pemimpin atau 
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petinggi negara dengan tujuan yang lebih baik tanpa diselimuti rasa 

gelisah dengan adanya perbedaan keyakinan atau agama. 

b. Metode Hermeneutika 

Penelitian ini selain membahas tentang sejarah peradaban Islam 

tentang pemimpin negara atau petinggi negara yang beragama Non-

Muslim, juga akan menunjukan relevansinya dalam menyikapi 

perpolitikan di era modern khususnya di dalam negara-negara Islam atau 

negara yang berpenduduk Islam mayoritas. Oleh karena itu, metode 

Hermeneutika adalah metode yang cocok untuk digunakan dalam 

penelitian ini. Metode hermeneutika akan digunakan untuk menangkap 

makna esensial dari dipilihnya seorang non-Muslim sebagai petinggi 

Negara di dalam sejarah pemerintahan Dinasti Abbasiyah yang sesuai 

dengan konteksnya, kemudian disesuaikan juga dengan konteks sekarang 

khususnya dalam konteks perpolitikan modern. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dengan metode-metode yang telah disebutkan di atas, maka penulis 

akan menggambarkan sistematisasi pembahasan yang terdiri dari uraian-uraian 

singkat mengenai bab per bab yang akan ditulis dalam penelitian ini. Uraian-

uraian tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah 

yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, tinjauan pestaka, metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika 

pembahasan. 
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Bab kedua adalah bagaimana urgensi Filsafat Sejarah tentang 

Kesejarahan sebagai upaya untuk membaca arah laju perpolitikan modern 

kedepan tentang kedudukan non-Muslim, yang dengan itu menjadi sebuah 

problem politik dan keagamaan yang besar. 

Bab ketiga adalah penjelasan tentang bagaimana karakteristik seseorang 

sehingga pantas menjadi pemimpin, baik pemimpin suatu komunitas atau 

kelompok maupun pemimpin Negara. Dan bagaimana proses seorang 

pemimpin di dalam menjalankan tugasnya yang disebut dengan kepemimpinan. 

Bab keempat adalah uraian tentang dipilihnya seorang non-Muslim 

menjadi pemimpin atau petinggi negara di dalam sejarah Pemerintahan Islam 

di era Dinasti Abbasiyah, dalam hal ini meliputi faktor-faktor yang melatar 

belakangi pemilihannya. 

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari 

pembahasan, kemudian diikuti dengan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan beberapa kajian tentang kepemimpinan non-Muslim 

di era Dinasti Abbasiyah, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, di 

antaranya: 

1. Urgensi Filsafat Sejarah Tentang Kesejarahan 

Kepemimpinan non-Muslim di dalam pemerintahan Islam 

merupakan sebuah fenomena sejarah. Oleh karena itu, membahas tentang 

adanya pemimpin non-Muslim merupakan hal yang penting guna 

membaca perjalanan sejarah terutama yang berkaitan dengan 

Pemerintahan Islam. Fenomena pemimpin non-Muslim banyak terjadi di 

berbagai negara Islam yang menyebabkan berbagai konflik Politik dan ke-

Agamaan yang cukup besar.  

Berdasar pada teori Siklus Ibn Khaldun yang mengatakan bahwa 

“sejarah mengalami pengulangan yang konstan”, sejarah masyarakat 

manusia sebagai proses tak berujung, berputar dan mengulang terus 

menerus. Pola yang terdapat dalam sejarah akan terulang kembali pada 

generasi selanjutnya, meskipun tidak secara spesifik sama akan tetapi 

keduanya mempunyai pola yang sama. Apapun yang terjadi di dalam 

pemerintahan era Dinasti Abbasiyah dapat menjadi acuan untuk 

memprediksi arah laju sejarah. Berbagai ideologi, budaya, dan kebijakan 
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yang bercampur menjadi satu akan dapat menumbuhkan ideologi baru, 

budaya baru, dan juga kebijakan yang baru. 

2. Karakteristik Seorang Pemimpin  

Berbicara tentang pemimpin berarti berbicara tentang prosesnya 

yang disebut dengan kepemimpinan. Begitu banyak faktor yang 

menyebabkan dipilihnya seseorang sebagai pemimpin, mulai dari faktor 

politik, kesukuan, persekutuan, agama dan masih banyak lagi. Akan tetapi 

tidak serta merta seseorang dapat dipilih untuk menjadi pemimpin tanpa 

melihat kecakapan dan kapasitasnya dalam memimpin. Seorang pemimpin 

harus memenuhi syarat, karena akan menjadi kepala bagi anggota-

anggotanya. 

Berbeda dari beberapa faktor di atas, pemimpin negara juga 

haruslah seseorang yang berkewarganegaraan sama, akan tetapi berkaitan 

dengan hal itu, di dalam sebuah negara terdapat berbagai agama, suku dan 

ras yang tidak menutup kemungkinan mereka yang berbeda Agama 

maupun Suku akan duduk bersama dalam satu kesatuan pemerintahan 

dengan visi dan misi yang sama. Oleh karena itu, tidak jarang kita temukan 

seorang yang beragama berbeda dan mempunyai suku yang berbeda 

menjadi pemimpin di sebuah daerah yang tidak sama dengannya, seperti 

adanya pemimpin non-Muslim di daerah yang mayoritas berpenduduk 

Muslim. 
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B. Saran 

Sejarah bukan hanya sebuah nostalgia, akan tetapi lebih dari itu sejarah 

ialah sebuah cermin yang dapat menggambarkan masa depan. Dengan 

membaca atau mempelajari sejarah, seharusnya seseorang akan dapat menjadi 

lebih bijak dalam memutuskan segala sesuatu. Apapun yang dilakukan generasi 

saat ini tidak akan pernah terlepas dari apa-apa yang dilakukan oleh generasi 

sebelumnya dan begitu seterusnya. Semoga dengan mempelajari sejarah, 

seseorang akan lebih bijak lagi dalam menanggapi segala sesuatu yang terjadi 

di masa mendatang. 

Apapun yang terjadi di masa lalu seharusnya menjadi gambaran yang 

dapat menjadi acuan guna menuntun generasi penerus untuk menjadi lebih 

baik. Begitu banyak sejarawan yang mencatat tentang adanya pemimpin non-

Muslim di dalam pemerintahan islam. Adapun sebab dipilihnya seorang non-

Muslim menjadi pemimpin atau petinggi negara bukan merupakan masalah 

yang harus diperhatikan secara mendasar. Dalam hal ini, penulis menemukan 

hal yang lebih mendasar tentang adanya sebuah perubahan, pergerakan sejarah 

yang menyebabkan bercampurnya berbagai ideologi di dalam satu kesatuan 

pemerintahan/negara. 

Terakhir, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak 

kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif sangat 

penulis harapkan guna perbaikan penelitian-penelitian selanjutnya. 
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